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Audit BPK Jangan Dipolitisasi

Pemikiran bahwa audit BPK terhadap KPU
bisa diarahkan untuk penundaan pilkada
merupakan hal mengada-ada.

ETUADewanPerwa-
kilan Daerah (DPD)
RI Irman Gusman
mengingatkan te-
muan Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK) atas audit
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) tidak dimanfaatkan
untuk mengganggu pelaksa-
naan pilkada serentak 2015.
Usul penundaan pilkada di-
sebutnya mengada-ada.
“Agenda kebangsaan (pilka-
da) harus menjadi prioritas, ti-
dak boleh dikalahkan apa pun.
Kalau ada problem internal
(KPU), tidak boleh menggagal-
kan agenda itu,” kata Irman
Gusman seusai diskusi Forum
Senator untuk Rakyat bertajuk
Lika-Liku Pilkada 2015 di Ja-
karta, kemarin. :
Menurut Irman, temuan

BPK atas audit KPU yang me- |

nguak potensi kerugian nega-
ra sebesar Rp334 miliar ba-
gaimanapun caranya harus
diproses. Namun, imbuhnya,
itu jangan sampai menggang-
guagenda utama pelaksanaan
pilkada serentak.

Irman mengaku belum meli-
hat adanya permainan politis
atas temuan BPK yang dise-
but kalanganlegislator akan
berimplikasi pada penundaan
pilkada serentak itu. Dia hanya
menekankan agar pelaksa-
naan pilkada tidak terganggu
oleh hal apa pun.

Sebelumnya BPK melapor-
kan indikasi kerugian negara
Rp334 miliar dalam audit
KPU 2013-2014 kepada DPR
RI. Wakil Ketua DPR RI Taufik
' Kurniawan menyebut apabila
temuan itu terbukti, terdapat
dua implikasi, yakni bisa saja
komisioner KPU diganti atau
pelaksanaan pilkada serentak
ditunda.

Sub Bagian Humas

Penjelasan

Wakil Ketua Komisi [T DPR RI
Lukman Edy kemarin menga-
takan Komisi IT DPR hari ini
menggelar rapat dengar pen-
dapat (RDP) dengan KPU un-
tuk meminta penjelasan atas
laporan audit BPK tersebut.

“RDP berkenaan dengan
laporan BPK terhadap KPU
memang merupakan hasil
rapat internal Komisi II pada
10 Juni pekan lalu, yang mere-
komendasikan seluruh mitra
Komisi IT yang terindikasi me-
lakukan penyimpangan APBN
2014 berdasarkanlaporan BPK
akan ditindaklanjuti dengan
pendalaman oleh Komisi II
sebagai bentuk pelaksanaan
fungsi pengawasan DPR, teru-
tama terhadap KPU,” jelas-
nya. '

Namun, Lukman Edy mene-
gaskan RDP dengan KPU ter-
kait dengan hasil audit BPK
itu tidak perlu dikhawatirkan
akan mengganggu agenda KPU
untuk menyukseskan pilkada
serentak pada Desember ta-
hun ini. “Ini merupakan hal
yang biasa dari fungsi peng-
awasan DPR yang diatur oleh
UUD yang menyatakan hasil
audit BPK harus dilaporkan
kepada DPR dan DPD, yang
selanjutnya bisa ditindaklan-
juti oleh lembaga penegakan
hukum.”

Secara terpisah, Ketua Ko-
misiII DPR RI Rambe Kamarul-
zaman mengatakan dalam RDP
bersama KPU itu akan diminta
terlebih dahulu penjelasan
KPU atas laporan BPK terse-
but. “Kalau lihat dari laporan-
nya, KPU RI harus bertang-
gung jawab, begitu juga KPU
provinsi dan KPU kabupaten/
kota. Soal apakah pilkada
ditunda dan sebagainya, itu

. belum ke sana,” paparnya.

Sementara itu, komisioner
KPU Sigit Pamungkas men-
jelaskan terkait dengan te-
muan BPK tersebut KPU telah
menindaklanjutinya. “Lapor-

, an sementara, 70% sudah di-

tindaklanjuti. Temuannya itu
kan sekitar Rp334 miliar dan
itu tersebar di seluruh satuan
kerja KPU.”

Sigit menegaskan, ada atau
tidaknya pengawasan di DPR,
sudah merupakan kewajiban
bagi KPU pusat untuk menin-
daklanjuti temuan BPK itu.




